[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,
Menimbang :a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kinerja
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung guna pemberian pelayanan kepada
masyarakat, dipandang perlu dilakukan penataan
kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Belitung;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola
Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung,
perubahan jenis dan nomenklatur serta jumlah organisasi

perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negera Nomor 55 Tahun 1974,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
537);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007
Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
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Menetapkan :

Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor
20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11), diubah sebagai
berikut:

1. Pada ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, huruf
i, dan huruf j diubah, huruf i dihapus serta ditambah 1 (satu)
huruf baru yakni huruf o, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut :
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"Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas yang

terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum;

d. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

g. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan,
Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan;

h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

i. dihapus;

j- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Dinas Pertambangan dan Energi;

—

Dinas Kelautan dan Perikanan;

. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan;

S

Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan

°©

Dinas Pendapatan Daerah.

2. Judul pada Bagian Pertama Bab IV diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

“Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b angka
1 dan angka 3, huruf ¢ angka 1 dan angka 2, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g, dan huruf diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf
baru yakni huruf i serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan

dan kebudayaan.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

terdiri dari :

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian.

Bidang Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Program;

2. Seksi Pendataan; dan

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Dasar;

2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan
Menengah;

2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan

Informal, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Anak
Usia Dini;

2. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan

Masyarakat; dan
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3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini, Non Formal dan Informal.
g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Kesenian;
2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
3. Seksi Nilai Tradisi.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

4. Judul pada Bagian Keempat Bab IV diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

“Bagian Keempat

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf ¢, huruf d,
dan huruf e serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

koperasi, perindustrian, dan perdagangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian, dan
Perdagangan, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan
Perdagangan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;
2. Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
dan
3. Seksi Fasilitasi Permodalan Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (KUMKM).
d. Bidang Industri, terdiri dari :
1. Seksi Usaha Industri;
2. Seksi Sarana Industri; dan
3. Seksi Produksi Industri.
e. Bidang Usaha Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian,
dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

6. Judul pada Bagian Kelima Bab IV diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

“Bagian Kelima

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf baru
yakni huruf g, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut :

"Pasal 8

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Perpindahan Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
e. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri
dari :

1. Seksi Sistem Informasi; dan
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2. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan.
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

8. Judul pada Bagian Ketujuh Bab IV diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

“Bagian Ketujuh
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan,

Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diubah, dan
ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf j, serta ayat (4)
diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

(1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan,
Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan,

perkebunan, kehutanan, dan ketahanan pangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan
Pangan, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan

Ketahanan Pangan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
1. Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura;
2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura; dan
3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan dan Hortikultura.

d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
1. Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veterinier; dan
3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Peternakan.

e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Prasarana Sarana Pengembangan Perkebunan;
2. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan; dan
3. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perkebunan.

f. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, terdiri
dari :
1. Seksi Program dan Evaluasi;
2. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan

3. Seksi Pelayanan Informasi dan Penyuluhan.
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g. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
2. Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan; dan
3. Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan
Hutan.
h. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Seksi Distribusi Pangan; dan
3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

j- Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan,
Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 12 Bagian Kesembilan Bab IV dihapus.

11. Judul pada Bagian Kesepuluh Bab IV diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

“Bagian Kesepuluh

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf ¢, huruf d,
huruf e, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut :

"Pasal 13

(1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata

dan ekonomi kreatif.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;
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penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

(3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

terdiri dari :

a.
b.

f.

£.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :

1. Seksi Perancangan  Destinasi dan  Investasi
Pariwisata;

2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Konvensi,
Insentif, Even, dan Wisata Minat Khusus; dan

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

1. Seksi Promosi Pariwisata;

2. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata;
dan

3. Seksi Pencitraan.

Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari :

1. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi;

2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
dan

3. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan
IIlmu Pengetahuan dan Teknologi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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13. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf
f diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan

perikanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
1. Seksi Produksi;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
3. Seksi Usaha Budidaya.
d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
(P2HP), terdiri dari :
1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
2. Seksi Pemasaran dan Pembinaan Mutu Hasil
Perikanan; dan
3. Seksi Usaha dan Investasi.

e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
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Seksi Sumber Daya Ikan;
Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap; dan
Seksi  Pelayanan dan Pengembangan  Usaha
Penangkapan Ikan.
f. Bidang Kelautan, Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (KP3K), terdiri dari :
1. Seksi Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (SDKP);
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

14. Diantara ketentuan pada Pasal 16A dan Pasal 17 disisipkan 1
(satu) Pasal baru yakni Pasal 16B, sehingga ketentuan Pasal

16B berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kelimabelas

Dinas Pendapatan Daerah

“Pasal 16B

(1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan di bidang pendapatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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(3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Pendataan dan Lain-lain Pendapatan Daerah,
terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; dan
2. Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah.
d. Bidang Penetapan dan Perencanaan, terdiri dari :
1. Seksi Penetapan dan Keberatan; dan
2. Seksi Perencanaan Sistem Informasi Pendataan.
e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari :
1. Seksi Penagihan dan Penindakan; dan
2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

15. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

16. Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

17. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

18. Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

19. Lampiran IX dihapus.
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20. Lampiran X diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

21.Lampiran XII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung.

. . . Ditetapkan di Tanjungpandan
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah |pada tanggal 27 Desember 2013
Kabupaten Belitung,

Plt. BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002 ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG
ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARPANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 10
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LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS

KELOMPOK
S ABATAN — = - SEKRETARIS
FUNGSIONAL
[ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN KEPEGAWAIAN
I [ I |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
BINA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH NON FORMAL DAN INFORMAL KEBUDAYAAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
— PROGRAM || KURIKULUM DAN KETENAGAAN | KURIKULUM DAN KETENAGAAN || KURIKULUM DAN KETENAGAAN -
PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KESENIAN
— o SEKSI AN o1 KURIKULUM gillésglETENAGAAN smgz{}f IDAN
| 1 KESISWAAN PENDIDIKAN | —
PENDATAAN KESISWAAN PENDIDIKAN DASAR MENENGAH PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPURBAKALAAN
SEKSI SEKSI
SEKSI || SEKSI SEKSI
— SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK
—_— SARANA DAN PRASARANA -
MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH “ USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL NILAI TRADISI
Salinan sesuai dengan aslinya
. . L UPTD P1t.BUPATI BELITUNG
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
. WAKIL BUPATI,
Kabupaten Belitung,
ttd. ttd

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I SAHANI SALEH

NIP. 197109152001121002
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LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\11-UBAH KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG
KEPALA DINAS
KELOMPOK
FUNGSIONAL [ ©='='='=:+="'= SEKRETARIS
I |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN UMUM
I |
BIDANG
BIDANG BIDANG
KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH INDUSTRI USAHA PERDAGANGAN
SEKSI
SEKSI SEKSI
— KELEMBAGAAN KOPERASI, -
USAHA KECIL DAN MENENGAH USAHA INDUSTRI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
SEKSI
| SEKSI n SEKSI
AN MENEGA SARANA INDUSTRI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
SEKSI SEKSI SEKSI
— FASILITASI PERMODALAN L] METROLOGI DAN
KUMKM PRODUKSI INDUSTRI PERLINDUNGAN KONSUMEN
Salinan sesuai dengan aslinya Pl1t.BUPATI BELITUNG
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah UPTD WAKIL BUPATI,

Kabupaten Belitung,
ttd.
IMAM FADLLI, SH

PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

19

ttd.

SAHANI SALEH



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS
KELOMPOK
FUNGSIONAL [ ' = = =:=:=:= SEKRETARIS
I I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN UMUM
[ |
BIDANG BIDANG BIDANG
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEKSI N SEKSI SEKSI
IDENTITAS PENDUDUK KELAHIRAN DAN KEMATIAN SISTEM INFORMASI
SEKSI SEKSI SEKSI
PERPINDAHAN — PENGELOLAAN DATA
PENDUDUK PERKAWINAN DAN PERCERAIAN KEPENDUDUKAN
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah UPTD
Kabupaten Belitung, Pl1t.BUPATI BELITUNG

WAKIL BUPATI,

ttd.

IMAM FADLLI, SH ttd.
PENATA TK. I

NIP. 197109152001121002 SAHANI SALEH
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LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PETERNAKAN,
PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN KETAHANAN PANGAN

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL L . SEKRETARIS
pERENCANAAN || SUBBAGIAN || 08 o
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
TANAMAN PANGAN PENYULUHAN PERTANIAN
DAN HORTIKULTURA PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KEHUTANAN KETAHANAN PANGAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PRASARANA SARANA PENGEMBANGAN PRODUKSI PRASARANA SARANA PRASARANA SARANA I REHABILITASI LAHAN DAN ' KETERSEDIAAN DAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PENGEMBANGAN PETERNAKAN PEGEMBANGAN PERKEBUNAN PROGRAM DAN EVALUASI PERHUTANAN SOSIAL KERAWANAN PANGAN
PRODUKSI DAN PE]sZii{Ns'llJUNGAN TANAMAN KESEHATAN HE\;igsl;AN KESEHATAN PRODUKSI DASNE !P{::KLINDUNGAN SEKSI e SEKSI
H  PRODUKSI DAN USAHA
PANGAN DAN HORTIKULTURA MASYARAKAT VETERINIER PERKEBUNAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERUTANAN DISTRIBUSI PANGAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL USAHA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN USAHA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PELAYANAN INFORMASI | |PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN L] SEKSI
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA HASIL PETERNAKAN HASIL PERKEBUNAN DAN PENYULUHAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

UPTD P1t.BUPATI BELITUNG

WAKIL BUPATI,

ttd.
SAHANI SALEH
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LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL fom = s o o omw o mmw SEKRETARIS
I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN UMUM
|
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA PEMASARAN PARIWISATA EKONOMI KREATIF
SEKSI SEKSI SEKSI
—1 PERANCANGAN DESTINASI DAN 1 — EKONOMI KREATIF BERBASIS
INVESTASI PARIWISATA PROMOSI PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
SEKSI SEKSI SEKSI
| wnsiﬂ?ﬁgmﬁé‘n‘f lll)égﬁ:él,t gfmn, — PENGEMBANGAN PASAR DAN — EKONOMI KREATIF BERBASIS
DAN WISATA MINAT KHUSUS INFORMASI PARIWISATA MEDIA DESAIN DAN IPTEK
L PEMBERDAYASAEII‘I{ i:ASYARAKAT L SEKSI ] SEKSI
PARIWISATA PENCITRAAN KERJASAMA DAN FASILITASI
Salinan sesuai dengan aslinya UPTD P1t.BUPATI BELITUNG
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah WAKIL BUPATI,
Kabupaten Belitung,
ttd.
ttd.
IMAM FADLLI, SH SAHANI SALEH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002
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LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL |-+ =+ =t == m = = SEKRETARIS
| | |
[ | [
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN PELAPORAN KEUANGAN KEI;):I? ?Jﬁ%ﬁn
| [ [
BIDANG BIDANG
BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BIDANG KELAUTAN, PENGAWASAN PESISIR
PERIKANAN BUDIDAYA HASIL PERIKANAN (P2HP) PERIKANAN TANGKAP DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)
| SEKSI - SEKSI || SEKSI | SEKSI
PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN SUMBER DAYA IKAN A sy s, DAN
SEKSI | SEKSI SEKSI |1 SEKSI
— SARANA DAN PRASARANA PEMASARAN DAN PEMBINAAN — SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BUDIDAYA MUTU HASIL PERIKANAN TANGKAP PESISIR
| SEKSI — SEKSI '— PELAYANAN D:I? !l{’lsEINGEMBANGAN — PENGAWASASI:; gﬁ:ﬂBER DAYA
USAHA BUDIDAYA USAHA DAN INVESTASI USAHA PENANGKAPAN IKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (SDKP)
Salinan sesuai dengan aslinya Plt.BUPATI BELITUNG
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah UPTD .W AKIL BUPATI
Kabupaten Belitung, ’
ttd.
ttd.
IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I SAHANI SALEH
NIP. 197109152001121002

23
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LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
KEPALA DINAS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL |- ==« 22— = — SEKRETARIS
[ [ [
[ [ [
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
" PELAPORAN | KEUANGAN AN oMo
I |
BIDANG BIDANG BIDANG
PENDATAAN DAN LAIN-LAIN PENETAPAN DAN PENAGIHAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PERENCANAAN PEMBUKUAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PENETAPAN DAN KEBERATAN PENAGIHAN DAN PENINDAKAN
SEKSI SEKSI SEKSI
A aAn | TAN A S PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah UPTD

P1t.BUPATI BELITUNG
WAKIL BUPATI,

Kabupaten Belitung,

ttd.

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I

NIP. 197109152001121002 SAHANI SALEH
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